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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang
melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini
meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah
pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan
hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam
Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase
ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.1 Hal tersebut menegaskan
bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai
dengan kehendak hukum.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan
landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah
menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini
memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional,

diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu

! Majelis Per,usyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, ( Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015) h.116.



mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki
kemakmuran.

Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah
pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat
terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang
timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan
tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin
keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar
manusia tersebut adalah hukum Pidana. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah —
perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan
suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan
untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.? Hukum Pidana
sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai
dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik
khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi
negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi
masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa
aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan

aktifitas kesehariannya.

2 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara: Jakarta, 1982, h.7



Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati
karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota
masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya
ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan
dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian
negara kita yang sulit ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi
dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.
Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya,
penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan,
pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau
“street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Hukum telah menjadi suatu Panglima yang menetapkan apa yang boleh
dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk
memberikan sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan
melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara.
Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan
semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta
kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.

Hukum menempati posisi yang paling Urgen untuk mengatasi adanya persoalan
kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau

kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian



kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa
pidana.®

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti
kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari
masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-
aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu
perlaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa
kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang
paling sring terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan
(tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan,
pengerusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang
masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang berasal
dari hasil pencurian.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin
maraknya terjadi tindak pidana pencurian yang sangat mendominasi adalah pencurian
kendaraan bermotor melihat kendaaan bermotor mudah untuk dilarikan sebagai enda
bergerak dan harga jual yang lumayan tinggi yang mana adalah di antaranya semakin
marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut.
Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan

untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

8 Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h.20



Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu sesuai dengan
kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku
pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan
tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu
zelfstandig misdrijft, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan
kejahatan atau sebagai suatu medeplichtigheid dalam suatu kejahatan, yaitu dengan

perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.*

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai latar belakang melakukan perbuatan
melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materil, banyaknya
kejahatan yang timbul dalam masyrakat di antaranya adalah kejahatan pencurian,
penggelapan, penipuan, pemerasan dan juga kejahatan penadahan hasil pencurian.
Penadahan di artikan sebagai mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa,
menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, membawa atau
menawarkan barang-barang hasil kejahatan dan pelakunya dapat dituntut untuk
mengurangi kejahatan yang timbul dalam masyarakat, maka hukum berperan penting
atau membatasi tingkah laku manusia, dimana dalam penegak hukum yaitu aparat
kepolisian untuk menyelesaikan masalah kejahatan atau tindak pidana penadahan itu

sendiri.®

4 Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009 ) h. 362.
5 Agung Pratama Armawinata, Efektivitas Pasal 480 KUHP dalam putusan pengadilan terhadap
tindak pidana penadahan kenderaan bermotor, Universitas Negeri Gorontalo, 2015, h.2.



Maraknya kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kabupaten Blora telah
menjadi rahasia umum oleh masyarakat, banyak masyarakat yang mengetahui hal
tersebut bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari
mereka cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaraan dan
kataatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk diabaikan.
Selain mengabaikan, Banyak pula yang justru memamfaatkan hal tersebut, dengan
pertimbangan bahwa Barang yang dijual penadah jauh lebih murah jika dibandingkan
dengan barang yang legal, sehingga karena pertimbangan ekonomi banyak diantara
masyarakat justru memberdayakan para Penadah demi barang yang terjangkau dan
harga yang bersahabat.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482
KUHP . Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum,
karena penadahan di peroleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau
mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan
bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan
karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benarbenar
melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil
kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya,

maka pihak berwajib harus membutikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu



untuk dipertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan
kesengajaan.®

Dengan adanya penadahan ini maka tindak pidana terkhusus terhadap harta
benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang
semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan
muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara
yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka
akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah
membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun
membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang
merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya,
bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita
akan berinteraksi dengan lapisan masyarakat dimana tempat kita berada.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu
kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai tindak
pidana penadahan sehingga penulis memilih judul “Kajian Kriminilogi Terhadap

Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian”.

6 Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ilde Dasar Doule Tracj Sistem dan
Implementasinya), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.71.



2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan

beberapa masalah sebagai berikut:

1.

2.

Bagaimana tinjauan kriminologi dalam tindak pidana penadahan hasil curian?
Apa implikasi kriminologi dalam putusan hakim terhadap tindak pidana
penadahan barang curian?

Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses peradilan terhadap tindak

pidana penadahan barang curian dan solusinya?

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai

berikut:

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa tinjauan kriminologi dalam

tindak pidana penadahan hasil curian.
Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa implikasi kriminologi dalam

putusan hakim terhadap tindak pidana penadahan barang curian.

Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi dalam
proses peradilan terhadap tindak pidana penadahan barang curian dan
solusinya.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada



penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoris atau akademisi maupun
segi praktis yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan
civitas akademikia Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Manfaat Praktis
Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan
dapat memberi masukan bagi seluruh aparatur negara baik eksekutif maupun
yudikatif dalam kajian kriminologi terhadap tindak pidana pendahan barang

hasil curian (studi kasus di Pengadilan Negeri Blora).

5. Kerangka Konseptual
5.1. Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang
ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil.
Pembedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek
formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila
objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama. Kriminologi merupakan ilmu
pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi
pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi

Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan



logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang

kejahatan.’

b)

d)

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:®
Edwin H. Sutherland: criminology is the body of knowledge regarding
delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala
sosial);

J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan
dan penjahat;

WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-
gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta
akibat-akibatnya;

Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-
luasnya.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu

membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a) Antropologi Kriminal

" Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, h.9.
8 Alam A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, h.1-2.
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liImu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya
mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku
bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
b) Sosiologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok
persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-
sebab kejahatan dalam masyarakat.
c) Psikologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat sari sudut jiwanya.
d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
e) Penologi
IImu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.®
Thorsten Sellin menyatakan bahwa criminology a king without a country
(seorang raja tanpa daerah kekuasaan).® Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah
kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru
(Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi
Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya

kejahatan.

® Yesmil Anwar, Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, h.30.
10 Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1980, h.9.
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Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah
kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan?
Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi
pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang
terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban
masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap
masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena
masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama
masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat
tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan
masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.

5.2. Tindak Pidana

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan
apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas
legalitas: Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan
aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.! Perbuatan pidana
merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum
pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa

hukum pidana.

11 pasal 1Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa
pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delict.!? Apa yang dimaksud
dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda Strafbaar feit sebenarnya
merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek atau dalam kitab
undangundang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam
istilah bahasa asing adalah delict. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini
dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.*®

Didalam WVS dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam
kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah
peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.* Istilah-istilah itu mendapat
tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi
mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu
tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,
bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang
mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana

adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa

12 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung : 2000, h.51
13 Wirjono Prodjodjokro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit. Eresco, Bandung:1981, h.50.
4 Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Penerbit. Armico, Bandung : 1985, h.77.
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melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai
suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.®
5.3 Penadahan

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata “tadah” yang merupakan
suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pedan akhiran -an. Kata
penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan
subjek pelaku yang disebut penadah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan:
“Tadah: barang siapa yang dipakai untuk menadah, Menadah : menerima barang apa
yang jatuh atau dilemparkan. Sedangkan tukang tadah, penadah:adalah orang yang
menerima barang gelap atau barang curian ; misalnya ia mengaku menjadi tukang tadah
barang curian.”

Sedangkan pengertian pendahan menurut Pasal 480 KUHP:

1) Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,
menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,
menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan
sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena
kejahatan.

2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang
diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena
kejahatan.

Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian yang terakhir dari
kejahatan terhadap harta kekayaan Apabila si pendadah tidak diancam dengan pidana,

beberapa jenis penjahat dibiarkan bertindak leluasa dan dan keadaan demikian tentu

tidak pantas, justru penjahat yang lebih tua sering menggunakan kesempatan menyuruh

15 Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana,Sinar Grafika Jakarta, 1993, h.122.
16 poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, h. 989
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orang lain untuk melakukan sesuatu dengan penuh resiko dan tinggal dibelakang layar
sebagai penadahan.
5.4 Barang

Barang adalah produk konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan oleh
perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik
yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat dan lain-lainnya. Barang mampu memuaskan
keinginan manusia dengan memberikan utilitas atau kegunaannya untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan. Barang atau Goods pada dasarnya dapat dipakai sekali saja
ataupun ada yang bisa dipakai untuk berulang kali.

Pengertian barang menurut Fandy Tjiptono, barang adalah produk yang
berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan
perlakuan fisik lainnya.l’ Barang merupakan suatu produk yang sifatnya terlihat atau
memiliki fisik atau berwujud sehingga dapat di berikan pada si pembeli, dapat di pindah
tangankan antara si penjual dengan pembeli. Sedangkan ciri-ciri dari barang sendiri
ialah berwujud, bermanfaat dan bernilai. Sehingga untuk manfaat dari barang ini dapat
dirasakan secara langsung saat di gunakan. Jika digunakan maka benda, manfaat serta
nilainya dapat berkurang bahkan bisa habis.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian barang adalah benda umum
atau segala sesuatu yang berwujud.*®Barang dalam hal ini bisa di dapatkan baik secara

bebas ataupun secara ekonomi, sehingga menjadikan barang tersebut kedalam kategori

7 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, h.98.
18 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, h.140.

15



jenis barang ekonomi dan barang bebas. Dengan kata lain barang ekonomi merupakan
suatu barang yang bisa di dapatkan dari hasil pengorbanan, berupa minuman maupun
makanan bagi yang membutuhkan uang ketika akan membelinya. Sedangkan untuk
barang bebas sendiri adalah barang yang bisa di dapatkan tanpa perlu pengorbanan di
antaranya seperti udara dan cahaya matahari.

Sedangkan barang jika di lihat dari kegunaannya dapat di kategorikan sebagai
barang konsumsi dan juga barang produksi. Yang dimaksud dengan barang konsumsi
lalah suatu barang yang dapat langsung digunakan dan dikonsumsi si pembeli misalnya
pakaian jadi. Barang produksi adalah barang yang sifatnya masih baru, dimana akan di
gunakan pada saat setelah melewati berbagai proses produksi selanjutnya, misalnya
kain untuk pakaian.

5.5 Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang
memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”.
Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri
dilaksanakan.*®Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain
dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus
mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena

terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

19 Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilimu-llmu Forensik, USU Press, Medan,
1994, h.8.
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu

perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk
mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH
Pidana yang berbunyi sebagai berikut:
“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau
denda sebanyak-banyaknya Rp.900,”%°

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah
salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan
terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua
golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

a) Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa

sepengetahuan pemilik.

b) Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi
milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut
pencuri, tindakanya disebut mencuri, dan yang dihasilkan adalah curian atau dikatakan

barang curian. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan

atau cara mencuri.?

20 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap
Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, h.249.
21 sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007, h.85.
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6. Kerangka Teori

6.1. Teori Kriminologi

Para ahli kriminologi berjuang untuk menemukan apa yang menjadi penyebab

kejahatan. Setelah dilakukan berbagai penelitian intensif ditemukan bahwa penyebab

kejahatan terdiri dari banyak faktor (multi factor). Larry J. Siegel, merangkum teori

kriminologi menjadi lima, yaitu:

a)

b)

Teori klasik yang mulai tumbuh pada 1764. Pendirinya Cesare Beccaria dan
Jeremy Bentham. Inti dari teori ini bahwa: (1) orang memilih untuk melakukan
kejahatan setelah menimbang antara keuntungan dan biaya dari tindakan
mereka, dan (2) kejahatan bisa dicegah dengan hukuman yang khusus, berat,
dan cepat.??

Teori Marxis atau teori konflik. Mulai tumbuh pada 1848 dengan penggagas
Karl Marx, Willem Bonger, Ralf Dahrendorf dan George Vold. Ide pokoknya
adalah bahwa (1) kejahatan merupakan “fungsi” dari perjuangan kelas, dan (2)
sistem kapitalis yang menekankan pada kompetisi dan kekayaan menghasilkan
lingkungan ekonomi dan sosial di mana kejahatan tidak bisa dihindari.?

Teori Sosiologis yang dikenal mulai 1897 dengan tokohtokoh Emile Durkheim,
Robert Ezra Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw, Walter Reckless dan Frederic
Thrasher. Ide intinya bahwa (1) tempat seseorang dalam struktur sosial

menentukan perilaku nya, (2) daerah perkotaan teratur adalah tempat

22 Larry J. Siegel, Criminology, Belmont:Wadsworth, 2012, h.4.
23 Larry J. Siegel, Op.Cit, h.23.
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d)

berkembang biak kejahatan, (3) kurangnya kesempatan yang sah menghasilkan
subkultur kriminal, dan (4) sosialisasi dalam keluarga, sekolah, dan kelompok
sebaya dapat mengendalikan (mengontrol) perilaku seseorang.?*

Teori multifaktor atau teori terpadu yang muncul 1930 dengan tokoh-tokoh
Sheldon dan Eleanor Glueck. Inti dari teori ini adalah bahwa (1) kejahatan
adalah fungsi dari lingkungan, sosialisasi, fisik, dan faktor psikologis, (2)
masing-masing secara mandiri berkontribusi dalam membentuk dan
mengarahkan pola perilaku, (3) “defisit” di daerah-daerah pembangunan
meningkatkan risiko kejahatan, (4) orang yang berisiko untuk melakukan
kejahatan bisa menahan perilaku antisosial jika sifat-sifat dan kondisi ini dapat
diperkuat.?®

Menurut Adjis dan Akasyah, munculnya berbagai teori penyebab kejahatan

disebabkan karena kriminolog belum mampu menemukan “penyebab utama”
terjadinya kejahatan. Tentunya ini berakibat pada semakin rumitnya menemukan
“penyebab kejahatan”, sehingga berdampak pada semakin sulitnya upaya pencegahan
secara komprehensif dapat terwujud. Semisal bahwa kejahatan merupakan interelasi
antara individu, lingkungan, ekonomi, politik, dan kebudayaan, sehingga mustahil
bilamana dari kesemuanya itu dapat dilakukan pencegahan kejahatan secara
menyeluruh. Dan inilah yang dinilai rumit oleh para ahli. Juga, semisal jika kejahatan

disebabkan “faktor ekonomi” maka kebijakan perekonomian dinilai mampu meredam

241bid
2 1bid
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kejahatan, namun ternyata kejahatan pun ternyata banyak dilakukan oleh mereka yang
berekonomi tinggi —seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang-, yang lebih
dikenal dengan kejahatan kerah putih (white collar crime).?®
Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh
orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah
kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin,
menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut
penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan
pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa
salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi
Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori  kriminologi, keadaan ini
sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan
struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga
didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan
ketidakadilan ekonomi.?’
Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:
1) Teori Psikogenesis
Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor
intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang

26 Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi, h.19.
27 Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, h.19
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kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat
merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur
akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.
Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari
seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons
terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk
melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang
tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustasi.
Orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi
membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang
dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi
sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.?
Teori ini mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan
ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan
bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang
ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial
akan mengurangi terjadinya kejahatan.
2) Teori Sosiogenis
Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau

sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan

28 Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, h.48
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kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru.
Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah
yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai
kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan
karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan
keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan
teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan
bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau
yang lebih dikenal dengan proses imitation.?°
3) Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola
budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat.
Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya
rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena
banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.*° Faktor ini bisa
menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah
penyebab kejahatandilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat
terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari

diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang

29 Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan
Poboya, Jurnal I1lmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6 VVol.2, 2014, h.5.
30 Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, h.121-122
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di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap
harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya
orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang
keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung
foya-foya.3!
6.2. Teori Penjatuhan Putusan
Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip
pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini
dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (impartially).
Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak
akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat.
Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.*?
Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan
dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada
kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas
dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari

kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai norma-norma hukum dalam

31 1bid
32 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, h.113-118.
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui
putusannya.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap kasus
yang dijatuhkan kepadanya, di mana dalam kasus pidana, hal itu tidak lepas dari sistem
pembuktian negatif (negative wetterlijke) yang pada prinsipnya menentukan bahwa
suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya
alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang
dilandasi dengan integrasi moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata
didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Menurut Gerhard Robbes secara konstektual ada 3 (tiga) esensi yang
terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

b) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan

c) Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas
dan fungsi yudisialnya.®

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan
mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa

kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam

33 Mariyadi Fagih, Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan
Pemilkukada, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Jurnal Konstitusi, Vol.10 Nomor 1, Maret
2013, h.137
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menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus
mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang
diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan
pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan
masyarakat.>*

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat
dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu
kasus, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin
konsistensi dari putusan hakim.

2) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya sehari-hari.

3) Teori Ratio Decindendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan

segala aspek yang berkaitan dengan pokok kasus yang disengketakan kemudian

3 |snin Harianti, Penjatuhan Pidana di Bawah Minuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perzinahan, Indonesia Journal of Criminal Law, Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif,
Sidoarjo, Vol.1 No.1, Juni 2019, h.4.
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mencari peraturan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok
kasus yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta
pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk
menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berkasus.
4) Teori Kebijaksanaan
Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan
orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan
melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi

keluarga, masyarakat dan bangsanya.

7. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,
kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum
tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.®® Penelitian merupakan suatu

saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi

% 1bid, h.102-113
36 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.38.
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penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang
menjadi induknya.®’

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:
7.1 Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah
dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi,
doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan
ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-
buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penelitian ini.
7.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi
penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan,
menghubungkan, membandingkan serta memberi makna kajian kriminologi terhadap
tindak pidana penadahan barang hasil curian.

7.3 Sumber Data

87 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.1.
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Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber
pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c¢. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
a. Buku-buku;
b. Rancangan Undang-Undang;
c. Hasil penelitian ahli hukum;
d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
a. Kamus Hukum;

b. Kamus besar bahasa Indonesia;

o

Pedoman ejaan yang disempurnakan;

o

. Ensiklopedia.
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7.4 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan
data sebagai berikut:
a. Observasi Lapangan
Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati
secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang
sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat
dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.
b. Wawancara
Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana
kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan
wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan
data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai
instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang dilakukan
dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan
adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.
c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen
Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka
adalah data sekunder yang diperolen dari buku-buku kepustakaan,
perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

7.5 Metode Analisis Data
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Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif,
yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh
melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan
yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi,
menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang
diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data

yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB |, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Hukum, Metode Penelitian,
Sistematika Penulisan.

BAB Il, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kriminologi, Tinjauan
Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan, Tindak Pidana
Penadahan dalam Perspektif Islam.

BAB Il Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: Tinjauan Kriminologi
dalam Tindak Pidana Penadahan Hasil Curian, Implikasi Kriminologi dalam Putusan
Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian, dan Hambatan-Hambatan
yang Terjadi Dalam Proses Peradilan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang

Curian dan Solusinya.
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